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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Gugatan Cerai antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta

(Babysitter), tempat tinggal di Kota Malang, sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan,
tempat tinggal di Kota Malang, yang dalam perkara ini
berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas |
Lowokwaru Kota Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Januari 2022
telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Malang dengan nomor 0025/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 04
Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada
tanggal 13 Juli 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor
........................ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, tanggal 13 Juli 2005;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan
bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kota Malang selama 15

tahun 10 bulan;
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang
anak bernama :

A, e, Umur 15 tahun;

b. weeeiieieveee,, umur 13 tahun;

4. Bahwasemularumah tangga Penggugatdan Tergugat berjalan baik, rukun
dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan September tahun 2006
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat memiliki sifat yang tempramental dimana Tergugat sering
memarah-marahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;

b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta
anaknya, yakniia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan
Penggugat dan anaknya termasuk dalam kebutuhan primer;

c. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat apabila Penggugat
meminta nafkah kepada Tergugat;

d. Tergugat pada bulan Juni tahun 2021 melakukan penganiayaan yang
berat kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat dengan senjata
tajam sehingga Penggugat mengalami cidera berat dan harus dirawat
dirumah sakit hingga beberapa hari. Karena kejadian tersebut,
Penggugat merasakan trauma apabila bertemu dengan Tergugat, oleh
karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat
tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

e. Tergugat melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) lebih kurang bulan Juni tahun 2021 berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Kota Malang Tergugat dihukum penjara selama 4
tahun 6 bulan, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa
menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan
Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan
berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak penggugat. Selama
Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri
memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa

keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;
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5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada
bulan Mei tahun 2021, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dan Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas |
Lowokwaru Kota Malang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selamaitu Penggugat
dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah
tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya
Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan
hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah
berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak
ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena
kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud
sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan
gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang
agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon

putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak
menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
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patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwatidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian
antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum,
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun
jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini
diteruskan dengan memeriksa bukti-bukii;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK:
................... tanggal 08 Juli 2012, bermaterai cukup dan fotokopi
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang
[IN[] 1 1[0 S Tanggal 13 Juli 2005, bermaterai cukup dan
fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan
Swasta, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai

Adik Kandung Penggugat;
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- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah - marah tidak jelas
kepada Penggugat selain itu ketika terjadi cekcok Tergugat sering
melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri
secara langsung;

- Bahwa, antara Penggugatdengan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak Tergugat di tahan di Lapas Lowokwaru Kota Malang
karena kasus KDRT selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat
rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun
tidak berhasil;

2. SAKSI Il, umur 29 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan
Swasta, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai
anak kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT
kepada Penggugat dan Tergugat suka memarahi Penggugat ketika
meminta uang belanja kepada Tergugat;

- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri

secara langsung;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugatdengan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak Tergugat di tahan di Lapas Lowokwaru Kota Malang
karenakasus KDRT selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat
rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun
tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu
apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan Gugatannya serta
mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang
tercatat dalam berita acara sidang (BAS) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01
Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi
karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang
merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49
huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima
untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2006
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
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a. Tergugat memiliki sifat yang tempramental dimana Tergugat sering
memarah-marahi Penggugat tanpa alasan yang jelas;

b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta
anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan
Penggugat dan anaknya termasuk dalam kebutuhan primer;

c. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat apabila Penggugat
meminta nafkah kepada Tergugat;

d. Tergugat pada bulan Juni tahun 2021 melakukan penganiayaan yang berat
kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat dengan senjata tajam
sehingga Penggugat mengalami cidera berat dan harus dirawat dirumah
sakit hingga beberapa hari. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan
trauma apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa
Penggugatyang terancam, maka Penggugattidak sanggup lagi melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat;

e. Tergugat melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) lebih kurang bulan Juni tahun 2021 berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Kota Malang Tergugat dihukum pernjara selama 4 tahun
6 bulan, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa
menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan
Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak
psikologis kepada Penggugat atau anak penggugat. Selama Tergugat
menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan
rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas
keadaan tersebut;

sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang

lebih selama 7 bulan yang lalu hingga sekarang

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di
persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang
sah menuruthukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut

Pasal 125 (1) HIR. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek),

di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap
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permohonan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup
beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fighiyah yang
tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid I, halaman 405, yang diambil alih

sebagai pendapat majelis :

2T g wrayTe 2T 2 5 ofT 2o e 21 =, . e P
:\.__un‘iil.@}.s&\._.{:?.duw i:L"\:— -‘..4?_:1_:-&159:;‘.‘4

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk mfenghadap persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia
termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, bahwa karena
Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka peristiwa yang
menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian
dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta tanpa hadirnya pihak
Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau
kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah
dan patut, sedangkan permohonan Penggugat beralasan, karenanya majelis
hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan
Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah
sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian,
oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim
tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari
fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break
down marriadge), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa
hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu membebankan wajib bukti
kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
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isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan
bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga buki
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang
berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 2005 tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh
karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai pihak dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2
(dua) orang saksi yang bernama SAKSI | dan SAKSI ll, yang para saksi
tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang
yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi
tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan
sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan
gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami
sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi
syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi
tersebut dapat diterima sebagai alat bulkti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama
lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan
gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah
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memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan para

saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijs kracht);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan
dalil dan alasan gugatan Penggugat dan bukti bertanda P.1 dan P.2, maka
telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang sah,
setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman Penggugatdan sudah
dikaruniai 2 orang anak;

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah - marah tidak jelas
kepada Penggugat selain itu ketika terjadi cekcok Tergugat sering
melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat hingga
akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
Tergugat di tahan di Lapas Lowokwaru Kota Malang karena kasus KDRT
selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;

3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun
dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta
hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam
kehidupan berumah tangga sering terjadi perselisihan yang berakibat pisah
tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama itu pula
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik
dan tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan
pokok gugatannyatentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan
kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar
tweespalt), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken
marriage), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai

ikatan yang kuat (mitsagan ghalidhan) untuk membina keluarga yang sakinah,
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mawaddah, wa rahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan

al-Qur’an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

é:t._.n..: L.u::-_jll. .._]'I 1)5_._.] |ta-_5_3

;’; £ F E e - £
[ | |

‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka
perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai way out yang tak
dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya

kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;
,vaA-M-vl \._.«u.\}‘- - ;i .l.n.a-Lﬂ.A.' :5

“Menolak/menghentlkan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari
pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,
maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus
dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR
(Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2, antara Penggugat dan Tergugat
belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat
yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan
alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan

mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, karenanya
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Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
Menimbang, bahwaterhadap perceraian dengan jenis talak bain shugra,

bersesuaian dengan kitab Ahkamu al-Quran juz | halaman 148 yang dijadikan

sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

“Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami
isteri) maka disebut talak bain”

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang
merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,
bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat,
sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan
dengan 8 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mulyani, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hamimah, M.H. dan Dr. H. M. Arufin, S.H.,
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M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hatta
Purnamaraya, S.l.LKom., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mulyani, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hamimah, M.H. Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan Rp. 225.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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